PERATURAN PEMERI NTAH PENGGANTI UNDANG- PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A
Nonor 17 TAHUN 1960
Tent ang
PERUBAHAN TARI P- UPAH UNTUK BALAI HARTA PEN NGGALAN

Presi den Republik I ndonesi a,
Meni nbang:

a. bahwa jum ah-jumah dalam tarip wupah untuk Balai Harta
Peni nggal an di I ndonesia seperti yang tel ah ditetapkan dengan
O donansi tanggal 21 , Nopenber 1924 (Staatsblad 1924 No. 523
jo. No. 524), diubah dengan O donansi dalam Staatsblad 1928
No. 210 dan terakhir telah diubah dengan "Besluit van de Hoge
Vertegenwoordiger van de Kroon in |Indonesie" tanggal 22
Desenber 1949 No. 62 (Staatsblad 1949 No. 450 jo. 456) tidak
sei nbang | agi dengan | asa-jasa yang diberi kan berhubung upah-
upah itu sekarang nenjadi terlalu rendah jika dibandingkan
dengan nilai uang pada waktu ini, sehingga jum ah-jumah itu
di pertinggi;

b. bahwa karena keadaan nenaksa soal tersebut diatas diatur
dengan Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang;

Mengi ngat

1. pasal 22 ayat (1) dan Aturan Peralihan pasal |l Undang-undang
Dasar Republik | ndonesi a.

2. Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang No. 10 tahun
1960;
Mendengar

Musyawar ah Kabi net Kerja pada tanggal 22 Maret 1960;

Menut uskan :
Menet apkan:

Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang tentang perubahan
tari p-upah untuk Bal ai Harta Peni nggal an di | ndonesi a.

Pasal 1.

A Dal am "Al geneen tarief voor de beloningen der Weskaners in
I ndonesi e" di adakan perubahan sebagai beri kut:

a. dal am pasal 4: "f. 100,-" diganti dengan "Rp. 1500, -";

b. dalam pasal 5 : "f. b500,-, "f. 50.000,-" dan "f.
100. 000, -" diganti dengan "Rp. 7.500,- "Rp. 750.000,-
dan "Rp. 1.500.000,-"



B. Dal am "Tari ef van bel onggi nen vor de Weskaners in |ndonesie"
di adakan perubahan sebagai beri kut

a. dalamg§8 1 : "f. 2,-" diganti dengan "Rp. 30,-";

b. dalams§ 2 : "f. 2,-" diganti dengan "Rp. 30,-, "f. 1,-"
diganti dengan "Rp. 15,-" dan ..f. 20,- diganti dengan
"Rp. 300, -";

C. dalam8§ 3 : ..f. 20,- diganti dengan "Rp. 300, -"

d. dalam8 4 : "f. 6,- diganti dengan "Rp. 90,-";

e. dalam8 5: "f. 6,- diganti dengan "Rp. 90,-";
f. dalam 8§ 6 : "f. 10,-" diganti dengan "Rp. 150, -"

dan "f. 15,-" diganti dengan "Rp, 225,-",

g. dalam 8 8: dibawah 1 sub a: "f. 20,-" diganti dengan
"Rp. 300, -";
dalam 8§ 8 : dibawah 1 sub a: "10,-" diganti dengan "Rp.

150, - ";
dalam 8§ 8 : dibawah 1 sub e: "f. 20,- diganti dengan
"Rp. 300,-": dan "f. 10,-" diganti dengan "Rp. 150, -".
dalam 8§ 8 : di bawah 2 sub a: "f. 200,- diganti dengan
"Rp. 3.000,-";
dalam 8§ 8 : dibawah 2 sub b: "f. 100,-" diganti dengan
"Rp. 1.500,-";

h.dalam § 9 sub a: "f. 20,-" diganti dengan "Rp. 300,-" dal am
8 9 sub b: "f. 10,-" diganti dengan "Rp. 150,-" dan "f.
20,-" diganti dengan "Rp. 300,-";

i.dalam § 10 sub a: "f. 100, -" diganti dengan
"Rp. 1.500,-";
dal am 8§ 10 sub b : "f. 400,-" diganti dengan Rp.
6. 000, - ".
Pasal 2.

Per at ur an Peneri ntah Pengganti Undang-undang ini mul ai berl aku pada
hari di undangkan.

Agar supaya setiap orang dapat nengetahuinya, rnemnerintahkan
pengundangan Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang ini
dengan penenpat an dal am Lenbar an- Negar a Republ i k | ndonesi a.

Dt etapkan di Jakarta
pada tanggal 14 April 1960.
Pej abat Presiden Republik Indonesia,

DJ UANDA

D undangkan di Jakarta
pada tanggal 14 April 1960.
Menteri Kehaki man,

SAHARDI O

PENJ ELASAN



ATAS
PERATURAN PEMERI NTAH No. 19 TAHUN 1960
t ent ang
PENEMPATAN PARA VETERAN PEJUANG KEMERDEKAAN
REPUBLI K | NDONESI A DALAM LAPANGAN PEKERJAAN.
PENJELASAN UMUM

Set el ah pemul i han kedaul atan wi | ayah Republ i k Indonesia dan kita
mengi nj ak pada taraf penmbangunan Negara maka dal am kehi dupan
sehari-hari terdapat suatu hal yang tak dapat di el akan ial ah
adanya masal ah bekas pejuang kenerdekaan yang di sebut sebagai
masal ah veteran dan nmem nta penyel esai annya;

Ti mbul nya masal ah itu antara | ain di sebabkan karena para pejuang
kenmerdekaan itu setel ah sel esai nenjal ankan tugas bersenjata
tidak | agi nendapat kan pegangan dan tenpat yang sewaj arnya

di dal am kehi dupan masyar akat. H ngga kedudukan bekas pej uang
kenmerdekaan nenj adi tidak jelas, paling sedikit seratus |lima
pul uh ri bu pejuang kenerdekaan ti dak nmenpunyai | apangan pekerj aan
atau nenganggur tak kentara. Tinbullah perasaan-perasaan sebagai
el emen yang onproductief serta nmengganggu penbangunan Negar a;

Dengan dem ki an maka masal ah veteran pejuang kenerdekaan akan
dapat sel esai apabila nereka tel ah dapat di sal urkan pada
tenpat yang sewaj arnya kenbali sesuai dengan jiwa serta
kemanmpuannya. Penyal uran tenaga veteran ini sekaligus akan
mencakup kebutuhan : a.penulihan penggunaan tenaga sebagai
manpower bui | di ng dal am rangka penbangunan Negar a;

b. penyel enggar aan sosi al -ekonom s bagi para veteran pejuang
kenmer dekaan;

Yang nenj adi sal ah satu tugas penyal uran Veteran Pejuang

Kemer dekaan Republ ik Indonesia itu adal ah soal penenpatan para

vet eran di dal am | apangan pekerj aan;

Dan sesuai dengan hal yang tersebut dal am pasal 9 Undang-undang
No. 75 tahun 1957 nmamka sangat di perl ukan adanya ket entuan

pel aksanaan yang nmengat ur tentang tugas penenpatan para veteran
pej uang kener dekaan ke dal am | apangan pekerj aan.

PENJELASAN PASAL DEM PASAL
Pasal 1.

Bahwa berdasar bunyi pasal 9 Undang-undang No. 75 tahun 1957
kepada para Veteran Pejuang Kener dekaan Republik I ndonesia yang
menganggur at au bel um nmenpunyai | apangan pekerjaan yang tetap
di pandang perl u untuk dengan di dahul ukan dari pada pel amar |ain
bukan veteran di berikan tenpat pekerjaan, agar nereka segera
dapat nenj adi tenaga yang productief bagi penbangunan Negara
serta sekal igus nenerima perbai kan sosi al ekonom nya.

Tent ang syarat-syarat yang di perl ukan yang di sebut dal am pasal
i ni adal ah di maksud dengan syarat-syar at kepegawai an yang ber| aku
umum bagi masi ng-masi ng tenaga guna | owongan yang ber sangkut an



Pasal 2.

Sesuai dengan maksud dan tujuan nutlak dari Undang-undang No. 75
tahun 1957 sendiri ialah nenberikan tenpat | ayak dan waj ar bagi
para veteran pejuang kemnerdekaan, nmaka di pandang perl u guna

di i kut sertakannya para veteran dalamtiap kesenpatan kemaj uan
bai k yang berupa pendi di kan penyenpur naan maupun pendi di kan
khusus guna pertunbuhan cari ere kepegawai an.

Pasal 3.
Cukup j el as.

Pasal 4.

Penunj ukan kepada instansi Penerintah serta Partikulir yang
menpunyai | owongan atau nenberi kan kesenpat an kemaj uan unt uk

ber hubungan dengan Departenen Urusan Veteran adal ah ber maksud
agar ada ketertiban dal am penyal uran tenaga veteran pada | apangan
pekerjaan serta guna nenghi ndari adanya kenungki nan t ekanan-

t ekanan | angsung ol eh para veteran yang ber sangkuat an terhadap

i nstansi yang nenerl ukan tenaga dan terhadap pi hak-pi hak | ain
di l uar Departenen Urusan Veteran

Adapun ketertiban tersebut diatas antara |ain bertujuan :

a. adanya jam nan tentang keveteranan;

b. pengaturan serta sel eksi seperlunya apabila kesenpatan maupun
| owongan tenaga kerja yang ada adal ah tidak sei nbang dengan
per mi nt aan untuk di sal urkan yang di hadapi nya;

c. adanya penenpatan yang tepat nenurut jiwa, bakat serta
kemanpuan vet eran yang ber sangkut an.

Pasal 5.

Ayat (1) Tindakan penyaringan ol eh Departenen Urusan Veteran
yang di sebut dal am pasal ini adal ah bernmaksud antara lain
a. penyaringan guna yang di sebut dal am penj el asan pasal 4 sub b;
b. guna nmengadakan penelitian seperlunya apakah seseorang veteran
menganggur at au bel um nmenpunyai | apangan kerja
yang tetap benar-benar karena bel um nendapat kan
| apangan pekerjaan (yang tetap), atau pernah
mendapat kan kesenpat an | apangan pekerjaan karena
hal - hal dil uar kemanpuannya tidak dapat
menggunakan kesenpatan itu, ataukah seorang
veteran itu dengan sengaj a, nengabai kan kesenpat an
yang per nah di beri kan yang sewaj arnya dapat
di gunakan.

Adapun tentang penyaringan guna ketentuan keveteranan di atur
menur ut Perat uran Penerintah No. 38 tahun 1958.

Ayat (2)Bagi Veteran yang pernah nendapat kan kesenpat an | apangan
kerja menurut ketentuan peraturan ini, dem kian pula
terhadap veteran yang dengan sengaja nel anggar serta



tidak nmentaati ketentuan yang ditetapkan guna

pel aksanaan peraturan ini tidak akan | agi diberikan
pel ayanan guna kesenpatan yang baru. Hal ini dipandang
perlu ol eh karena kesenpat an nendapat kan | apangan
pekerjaan nenurut peraturan ini hanya diberikankan

| apangan pekerjaan nenurut peraturan ini hanya

di beri kan untuk satu kali. Dalam hal -hal khusus dapat
di beri kan kesenpatan dua kali atau | ebih berdasarkan
keputusan Menteri Urusan Veteran antara | ain dal am hal
vet eran yang bersangkutan nmem |iki bakat - bakat

i stinmewa.

Pasal 6.
Hal - hal yang di perl ukan guna pel aksanaan Peraturan Penerintah in
akan diatur oleh Menteri Urusan Veteran. Dan untuk keperluan i ni
guna hal -hal tertentu Menteri Urusan Veteran akan ber hubungan
dengan Menteri-nenteri |ain yang bersangkut an.

Pasal 7.
Cukup j el as.

CATATAN

Kut i pan: LEMBARAN NEGARA DAN TAVBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960
YANG TELAH DI CETAK ULANG



